[ SALINAN ]

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa apabila jabatan
fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan maka jabatan
struktural di bawah inspektur pembantu dihapus;

bahwa dengan telah ditetapkannya jabatan fungsional
pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Hulu
Sungai Utara sebagaimana Keputusan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor: 821.29/028-SI/BKD /2012 tentang
Penyesuaian/Inpasing dalam rangka kredit pengawas
pemerintah, maka perlu menghapus jabatan struktural di
bawah inspektur pembantu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Udang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian ( Lembaga Negara Republik Indonesia
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Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2890) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengewasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Jabatan Struktural;

Peraturan Daerah Kabh.HSU Nomor 13Tahun 2013
ttg Perubahan SOTK-LTD (Inspektorat)
HIm 2 dari 5



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Peraturan Daerah Kabh.HSU Nomor 13Tahun 2013
ttg Perubahan SOTK-LTD (Inspektorat)
HIm 3 dari 5
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Pasal l

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Lampiran ayat (2) dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 Nomor 21),
diubah sebagai berikut:

“Pasal 20

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Sekretariat;

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III;

Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

o po o

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Agustus 2013
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP / TTD
H. ABDUL WAHID. HK
Diundangkan di Amuntai

pada tanggal 21 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD
H. SUYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 13.

Peraturan Daerah Kabh.HSU Nomor 13Tahun 2013
ttg Perubahan SOTK-LTD (Inspektorat)
HIm 4 dari 5



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Inspektur

Kelompok Jabatan
Fungsional

5

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TANGGAL 21 AGUSTUS 2013

Sekretaris

Kasubag
Perencanaan dan
Keuangan

Kasubag Evaluasi
dan Pelaporan

Kasubag Umum dan
Kepegawaian

Inspektur Pembantu
Wilayah |

Inspektur Pembantu
Wilayah 11

Inspektur Pembantu
Wilayah 111

Inspektur Pembantu
Wilayah 1V

T NIP. 19660170 198602 1003

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK

Peraturan Daerah Kab.HSU Nomor 13Tahun 2013
ttg Perubahan SOTK-LTD (Inspektorat)

HIm 5 dari 5



